BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPAT) BANDUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKDK. FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

dengingat

(4]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nemor 12 Tahun
ﬁﬂ?ﬂ_ tentang Pembentukan dan Susunan Organisas: Satuan
olisl Pameng Praja maka perlu mengatur tugas pekek. fungsi
dan fincian tugas Satuan Poiisi Pamong Praje
bahwa Tugas Pokow, Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana di
E‘lﬁkﬁt'u'd Pada huruf a di atas, perfu ditetapkan dengan Peraturan
upat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundar:g-unuangan {Lembaran MNegara Republik
Indonesiz Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389)
Undang-Undang Momar 32 Tahun 2004 tentang Pemenniahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tembahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara
Repukblik Indonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Momeor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jaws Barat (Lembaran
Megarz Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 4688):
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Baral Nomor 3 Tahun
2008 teniang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Momaor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemenntah Kabupaten Bandung Barat
{Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tanun 2008
Naomor 7,
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
{Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Momor 12);
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pEriE A

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI T T N
RINCIAN SATL, ENTANG TUGAS POKOK. FUNGSI DA

AN POLISI PAMONG PRAJA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
am Peraturan iny yang dimaksud dengan
Craarah adalak Kabupaten Bandung Barat

Famenntah Dasrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal
uUnsur panyelenggara pemerintah daerah

Bupab adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat
g;h;?ﬂ“ Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Bandung
;

Da
1

L ]

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Parangkal Pemerintah Daerah

dalam memeihara dan menyslenggarakan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamang Praa
Kabupaten Bandung Barat.

Subbagan adalah Subbagan sebagamana yang tergambar dalam
Bagan Strukiur Organssasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bandung Baral

Seksi adalah Seksi sebagaimana yang lergambar dalam Bagan
Strukiur  Organisasi Saluan Polisi Pamong Praa Kabupaten
Bandung Barat

8 Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerntah Daerah yang
bertugas membaniu Kepala Daerah dalam memedhara dan
menyelanggarakan  Kelentramar dan  Keterhiban  Umum.
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kapala Daeran

10 Penyrdik Pegawai Negen Sipl yang seianjutnya disebut PPNS
adalah Pejabat Pegawal Negen Sipil tertentu doi lingkungan
Pemerintah Daerah yang diber wewenang khusus olah Undang-
undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daeran.

11 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pagawa: Negeri
Sipil yang diben tugas, wewenang dan hak secara penuh clen
pejabal yang berwenang uniuk melaksanakan kegiatan yang
sesual dengen profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas pokok dan fungsi dinas daerah

12 Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemenntah, yang selanjutnya
disingkal LAKIF adalah lapocran lenlang axuntabilitas kineria
insians pemenniah unluk mengelahul kemampuannys dalam
pencapaian visi, misl dan ljuan crganisasi dalam rangka lsbih
meaningkatkan pelaksanaan pamenntahan yang lebih berdaya
guna Demasil guna bersin dan benanggungawab yang disusun
secara berkala

13 Laporan Panyelenggaraan Pamenntahan Daarah yang selanmutnya
gisingkat LPPD  adalah laporan  alas  penyelenggarasn
pamenniahan daerah selama 1 (salu) tahun anggaran berdasarkan
Rencana Kelja Pembangunan Daeran (RKPD) yang disampaikan
aleh Bupat Kepada Pemannian
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'4 Lapom Keterangan Pertanggungiawaban
#ﬂﬂgk:'! oy Mg i

15
-

1)

LEE ] adaiah taporan VAP berups Fahem ggpi-rl

a1
'S °7993%@an pemenntahan daerah selama 1 (satu) tahun

anggaran ay,
" DF'EH? akhir masa jabatan yang disampaikan cieh Bupat

?_:’f:ﬂul’ﬁ:x mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
el Ewenangannya dalam rangka melndung. meiayani
Mberdayakan dan menseghterakan masyaraka

BAR I

TUGAS POKOK. FUNGS] DAN RINCIAN TUGAS

Bagan Kesaty
EltuanF‘nﬁs:PamrgFmp

Pasal 2

Satuan Poks: Pamong Praja mempunyal tugas pokok memeshara

oan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

menegakan Peraturan Daerah dan Pergturan Bupati.

=Unmmmnmpﬁlnhuankmmmnmgam

myﬂ paca ayal (1). Satuan Poiisi Pamong Prag mempunyas

mr.li:.m program dan pelaksana ketentraman dan
mstarn wmum, penegakan Feraturan Daearah dan
Pergturan Bupati;

Peiaksanaan kebjaken pemeliharaan dan penyeienggaraan
xetentraman dan ketertiban umum di dasrah

peiaksznzan kebgakan penegakan Peraturan Daersh dan
Peraturan Bupat:

mengRoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan
kelentraman dan kelertban umum serta  penagakan
Peraturan daergh dan Peraturan Bupati dengan Aparat
Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negen Sipl (PPNS)
dan atau aparatur Sinmya;

pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan
mentaat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
penyusunan program, pengencalian operasional  dan
penydikan serta pamerksaan; dan

melaksanakan pelayenan keiateusahaan Satuan Polisi
Pamong Praja

Bagian Kadus
Kepala Satuan

Pasal 3

Kepala Satuan mempunyai [ugas pokok menyelenggarakan
mfmmmmmmm
perencanasn  dan  penyusunan program,  pengendaian

dan pengkoordinasian kebgakan teknis  serta

pemmnaan administras: dan tekns di bddang satuan polisi pamong
crag



{3)

Kepala Satuan mempuny

:;I: ;ﬁwa“" fugas pokok sebagaimana dimaksud
aluan mempunyai fungsi

bidan jian Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di
Dparai.u:»::a usaha, Penyusunan program, pengendalian

Fenyidikan da
labatan fungsional: 1 pemerksaan dan kelompok

EELEHT”EE'” dan penyusunan program di bidang (ata usaha
danm unan program, pengendaiian operasional, penyidikan

Pemerksaan dan kelompok jabatan fungsional
mﬂnﬂﬂnﬂahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebjakan
nnarf;q;h'?ann 'ala usaha. penyusunan program, pengendatian
. wnal,  penyidikan dan  pamari |
iabatan ingsional da. pe ksaan dan kelompok
pE:'h""“a"' administrasi dan teknis di bidang tata usahs
E.E }'UELIH-E.I'I program, pengendalian Gperasenal penyidikan
an pemeriksaan dan kelompok jabatan fungsional,

ai fincian tugas sebagai berikut
menyelenggarakan pengkajian, perumusan dan penetapan
kebiiakan teknis satuan sésuai dengan kebijakan umum
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat-

manrel_ﬂnggarahan pengkagian dan penetapan rencana program
“erja di bidang tata usaha, peryusunan program, pengendalian

Operasional, penyidikan dan pemeriksaan dan kalompok
|abatan fungsional

menyeienggarakan pengkajian, pengendalian dan
pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program
kerja di bidang tata usaha, penyusunan program, pengendalian
operasional, peryidikan dan pemeriksaan dan kelompok
jabatan fungsional

menyelanggarakan  fasilitesi  yang  berkaitan dengan
penyelenggaraan program di bidang tata usaha, penyusunan
program,  pengendalian  operasional.  penyidikan  dan
pemenksaan dan kelompok jabatan fungsional
menyelenggarakan pengksjian  dan  perumusan  bahan
pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan
penetapan kebijakan umum di bidang tata usaha, penyusunan
program,  pengendalian  operasional, penyidikan  dan
pemeriksaan dan kelompok jabatan fungsional
menyelenggarakan kerjasama dengan Instans Femenntah,
swasta dan lembaga terkat lainnya uniuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan Satuan,

menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan perumusan
rencana straleg:s, pelaksanaan lugas-lugas teknis dan
pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan yang meliputi bidang
tata usaha, penyusunan program, pengendalian cperasional
penyidikan dan pemeriksaan dan kelompok jabatan fungsional
menyelenggarakan pengkajian dan pefumusan telaahan staf
sebagai bahan perimbangan pengambilan kebijakan,
menyelenggarakan manitoring, m.raluasi ﬂng&qﬂﬂlian dan
pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan lugas
di bidang tala usaha, penyusunan program, pengendalian
operasional, penyidikan dan pemeriksaan dan kelompok
jabatan fungsional;
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(a}

Balam man
Ayalt|{n ﬂﬂ.

YeEnagarakan tugas pokok sebagaimana dimaxsud
tala Satuan mempunyar fungsi

D:ir;?_lhﬂl'ﬂ-'" FeUMusan dan penetapan kebiakan teknis di
ﬂl:raragm-!,ma usaha. panyusunan program pengendalian
nal, penyidkan dan pemenksaan dan kelompok
|abEtan furgs:.}nm p 58 po
E:T,niana""” BN penyusunan program di bidang tata usaha,
dan oan program, pengandalian operasional, penyidikan
Remenksaan dan kelompok jabatan fungssonal
::;ir?lt‘.‘rr‘-!ﬂaelﬂn dan Pergkoordinasign pelaksanaan kebiakan
. iz |I:-u::l.nﬂ~,": ath usaha, penyusunan program, pengendalian
Perasional.  penyidikan  dan pameriksaan dan kelompok
jabatan fungsional dan
pambsnasn admenistrasi dan teknis o bidang lata usaha,
penyusunan Frogram, pengandalian oparasional. penyidikan
dan pemenksaan dan kelompok jabatan fungsional

Kepala Satuan Mempunya: nncian fugas sabagai berkut

a

menyelenggarakan pengkajan, perumusan dan penstapan
xebijakan teknis satuan sesual dengan kebijakan umum
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

menyelenggarakan pengkajian dan penetapan rencana program
kena di bidang tata usaha, penyusunan program, pengendalian
Coerasional, penyidikan dan pemenksaan dan Kelompok
latatan fungsional

menyelenggarakan pengkajan, pengendalian dan
pangkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program
kena di bidang lata usaha, penyusunan program, pengendaiian
operasional. penyidikan dan pemenksaan dan kelompok
[abatan fungsional

menyelenggarakan  fasilitasi  yang  berkaitan dengan
penyelenggaraan program di bidang tata usaha, penyusunan
grogram,  pengendalian  operasional,  penyidikan  dan
pemeriksaan dan kelompok jabatan funosional
menyelenggarakan  pengkajian  dan  perumusan  bahan
pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan
penetapan kebiakan umum di bidang tata usaha, penyusunan
program,  pengendalian  operasional,  penyidikan  dan
pemenksaan dan kelompok jabatan fungsional
menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Peamenntah,
swasta dan lembage terkait lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan Satuan;

menyelenggarakan koordinasi, pengkagan dan perumusan
rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis  dan
pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan yang meliputi bidang
tala usaha, penyusunan program, pengendalian operasional
penyidikan dan pemeriksaan dan kelompok jabatan fungsional:

menyelenggarakan pengkajian dan perumusan telashan staf
sebagal bahan pertimbangan pangambilan kebijakan,
menyalanggarakan monitanng, evaluasi pengandalian  dan
pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kera dan lugas
di bidang lata usaha, penyusunan program, pengendalian
operasicnal, penyidikan dan  pemenksaan dan kelompok
jabatan fungsional,
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(2)

(3)

I menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di
hldal"lﬂ tala usahg, Penyusunan program, pengendalian
OPerasional, penyidikan dan pemerksaan dan kelompok
jabatan fungsional: dan

R :"a;:?'ﬂﬂﬂgﬂr&tan tugas lain sesuai dengan fugas pokok dan
L l.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Fasal 4

Sutbagian Tata Usaha Mempunyai tugas pokok melaksanakan
PENYUSUNEN dan analisis data bahan perumusan kebijgkan dan
FRNCANa program  kers sara  pelaksen@sn  Lrusan lugas
Operasional dan administratif di bidang tata usaha.

Dalam melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(1). Subbagan Tata Usaha mempunyai fungsi:

4. Penyusunan dan analisiz data tahan perumusan kebijakan dan
rencana program kerja subbidang tata usaha: dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
subbidang tata ysaha,

Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai barkut -

8. melaksanakan penyusunan dan analisis rencana program kerja
subbidang tata usaha;

b, melaksanakan Penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
subbidang tata usaha:

. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan subbidang tata usaha:

d melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan rencana
program kerja Satuan;

8. melaksanakan penyusunan dan analisi data bahan perumusan
anggaran Satuan,

f. melaksanakan penyusunan dan analisis dala bahan
administrasi dan pembukuan Keuangan Satuan;

g melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaj dan
tunjangan daerah serta pambayaran tunjangan lainmnya;

h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

i. melaksanakan verifikasi keuangan;

| melaksanakan penyusunan dan pengoiahan  data
kepegawaian,

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pambinasan disiplin pegawai;

| melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

an penyusunan dan analisi data bahan perumusan

" Ef;ﬁ?aan;:a:ugm.?mmp. LPFD, LKPJ Satuan; °

n melaksanakan penerimaan pendistribusian dan pengiriman

gurat-suratinaskah  Dinas  dan  arsip  sera  pengelolaan

perpustakaan,

melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi

perjalanan Dinas pegawal,



(1)

(2)

(3

B mel
din;ksanaﬁ;”ng':m keprotokolan dan panyiapan rapat-rapat
nendnhummtasi&n_ i hubungan miasyarakat dan
. vl
L ;?ra::rzmakﬂn Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
perawatan | Peéngurusan  rumah fangga, pemeliharaan/
=N Ingkungan kantaor, kendaraan dan aset lainnya sera

;
mﬂk%ﬂﬂkaﬂ Penyusunan dan analisis data bahan pembinaan

. e Péngembangan jabatan fungsional,

; p::1 ah;l;nakan Penyusunan telaghan staf sebagai bahan

'mbangan pengambilan kebijakan di tadang tata usaha

melaksanakan koordinasi dangan unit kerja terkait:

U, melaksanakan iugas operasional teknis dan administratif
pelilaksanaan kebiakan di bidang tata usaha:

v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi
Didang tala usaha & e

w. melaksanakan ketalausahaan di bidang tata usaha;

X, mnlaksanahgn monitering, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang tata usaha’ dan

¥ melgksanakan tugas lain sesuai dengan fugas ok dan
fungsinya. a =

Bagian Keempat
Seksi Penyusunan Program

Pasal 5

Seksi  Penyusunan Program mempunyali tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kena serta pelaksanaan urusan
tugas operasional dan administratif di bvdang penyusunan program.,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat

(1), Seksi Fenyusunan Program mempunyai fungsi :

a8 penyusunan dan analsis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kera seks) penyusunan program, dan

b. pelaksanaan urusan tugas cperasional teknis dan administratd
sek3i penyusunan program.

Seksi Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai

barikul

a melaksanakan penyusunan rencana program kena Seksi
Penyusunan Program;

b malaksanakan penyusunan dan anaiisis data bahan koordinasi

bidang penyusunan program,

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan

kebijakan bidang penyusunan program;

d  melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan
data dan informas lentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja
dan PPNS.

e. melaksanakan penyusunan program penyuluhan dalam rangka
penegakan Perda, Trantib serta sosialisasi segala ketentuan
perundangan yang bermuatan larangan, peringatan, ancaman,
pelanggaran pidana dan ketentuan fain;
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(2)

13]

T  melaksanakan
kondisi

oudaya,

9 melaksanakan pengumpuian bahan dalam rangka pembinaan

Program evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
dan PPNS,

n melaksanakan pa
mformasi serta pe
program

| melaksanakan pembenan saran pertimbangan sebagal bahan
webifakan pimpinan:

I melaksanakan penyusunan dan @nalisis data bahan kerasama
di bidang permyusunan program;

Melaksanskan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

cerimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan
program

melaksanakan koordinasi dengan unit kena terkait,

m. melaksanakan lugas operasional feknis dan  administrati
pelaksanaan kebjakan di bidang penyusunan program

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasiiitasi di

bidang penyusunan program;

0. melaksanakan ketatausahaan di bida NG PENYUSUNAN program;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaparan pelaksanaan

program kerja dan tugas di bidang pafYyusunan progam. dan

9. melaksanakan fugas lan sesuai dengan lugas pokok dan
fungsinya

PEAyuUsUnan program pemeliharaan situasi dan
WAlUK lerwujudnya stabilitas politik, ekonomi dan sosial

han pembinaan dan pengelolaan data
mbinaan pengelolaan program penyusunan

Bagian Kelima
Seksi Pangendalian Operasional

Pasal 6

Seksi Pengendalian Operasional mempunyal tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kerja sera pelaksanaan urusan
lugas operasional dan administratf di bidang pengendalian
operasional

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

ayal (1), Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungs

& penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan
rencana program kedja seksi pangendalian operasional’ dan

b pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
seksi pengendalian cperasional

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai nncian tugas sebagai
benkut

a, melaksanakan penyusunan rencana program kana saksi
pengendalian operasional,

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data baban koordinasi
bidang pengendalian oparasional,

¢. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan bidang pengendalian opearasional’

d. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan
petunjuk teknis pengendalian oparasional;



|1'|

i

i

é”“‘"‘""“"ﬁ'ﬁm%ﬁ?““ dengan menggunakan

mEiEksanaian " Polisi Pamong Praja dan PPNS;
w penyutinan telashan staf sebagai bahan
cperssiongs | | gembian kebiakan di bidang pengendal

meiaksanakan monitoning. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

orogram keqa dan tugas di bidang peng _
dan endalian operasonal,

melaksanakan fugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya
Bagian Keenam
Seksi Penyidikan dan Pemerksaan
Pasal 7

Seksi Penpdikan dan Pemenksasn mempunyai tugas pokod
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan dan rencana program kerja sera pelaksanaan urusan
tugas operasional dan administrat! di bidang penyidikan dan

pemenksasan

Dalam menyelenggarakan lugas pﬂ_knk sebagaimana dimaksud
ayat (1), Seksi Penyidikan dan Pemenksaan mempunyai fungsi

a

b

penyusunan dan anaiisis data bahan perumusan kebijakan dan
rENCANna program kena seksi penyidikan dan pemenksaan dan
pelaxsanaan urusan tugas aperasional teknis dan administralf
seksi penyidikan dan pemenksaan.



3) Seksi Penyidikan o
i wgas
sebaga: bank emenksaan mempunyal rincian

] ﬁ"llll&hE.ﬂ"l-Hkal"l FPBI‘IH"LIHHF'I.EH ﬂan ana"ms rencana prngl"ﬂm hﬁ‘ﬂﬂ
SEEn| F"EF‘I:,‘-I:!I‘HHH dan F'Em'ﬂﬂh.!ﬂaﬂ

b f’f"ﬂhﬁ!nﬂiqn Penyusunan dan analisis data bahan koaordinasi
bidang penyidikan dan pemeriksaan

: Lﬁelgkﬁﬂn“‘_“'“ Penyusunan dan analisis data bahan perumusan
ebijakan bidang penyidikan dan pemerikaaan
d. melaksanakan Pengumparlan bahan dalam rangka penyusunan
Petunjuk teknis Penyidikan dan pemeriksaan:

€. melaksanakan analisg dala pelanggaran dan penyusunan
réncana pemberkasan proses penyidikan dan pelaporan

kegiatan PPNS dan Pembinaan PPNS:

melaksanakan penyelesaian dibidang Penegakan Hukum

9. melaksanakan koordinas: patugas PPNS di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:

n. pelaksanaan koordinasi dengan Aparat Keamanan, Kejaksaan
dan Pengadilan Meger:

[ melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
di bidang penyidikan dan pemeriksaan

| melaksanakan Penyusunan telaahan stal sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyidikan dan
pemenksaan

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

| melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pemeriksaan;

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasiltasi ai
bidang penyidikan dan pemeriksaan:

n. melaksanakan kelatausahaan d bidang penyidikan dan
pemeriksaan:

0. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja den lugas di bidang penyidikan dan pemeriksaan;
dan

o melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pekok dan
fungsinya.

BAE Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

i Peraluran Bupati ini, sepanjang
Hal-hal yang belum diatur dalam
|"r'1.F_-rw.g.er'm:.iI mlsnis pelaksanaan ditelapkan oleh Kepala Satuan



Peraturan Bupati i Mkl berlaky pada tanggal i undangkan.

‘;g?gturr;?mgup;iar}al Ln:nng;t‘h”i“‘ﬂ. memerintahkan pengundangan
Kabupaten Bandung Earat_g Menempatkannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Bandung Barat

Diundangkan di BanduMg Barat
pada tanggal 3p g

5 ARIS LAERAH
APENBAKDUNG BARAT



